PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 26 TAHUN 1959 (26/ 1959)
TENTANG
Pl NJAVAN KONSCLI DASI TAHUN 1959

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
Meni nbang:

a. bahwa wuang yang dibeku pada bank-bank berhubung dengan
ti ndakan-ti ndakan noneter berdasarkan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959, perlu dijadikan
pi nj aman j angka panj ang;

b. bahwa karena keadaan yang nenaksa soal tersebut perlu segera
di atur dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat :
1. Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (4) dan (5) Undang-undang
Dasar ;

2. Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959
3. Pengumunman Menteri Keuangan No. 4 tanggal 25 Agustus 1959
Mendengar :
Ment eri Keuangan

Menmut uskan:

Menet apkan:
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang pinjanman
Konsol i dasi tahun 1959.

Pasal 1.

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk nengadakan pinjaman atas
beban Negara, setinggi-tingginya sejunlah, sinpanan-sinpanan yang
di bekukan berdasarkan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
No. 3 tahun 1959 dengan nengadakan Pengakuan Hutang atas nama dan
nmengel uar kan surat-surat obligasi atas unj uk.

Pasal 2.
(1) Sinpanan-sinpanan yang dibeku pada bank-bank berdasarkan
Per aturan Peneri ntah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959
di bul atkan nenjadi lipatan dari Rp. 100,- dan dijadikan
pi nj aman j angka panj ang.

(2) Untuk suatu sinpanan yang besarnya di bawah Rp. 50.000,- (linma
pul uh ribu rupiah) diberikan surat-surat obligasi atas unjuk
dal am | enmbaran dari Rp. 100,-, Rp. 500,-, Rp. 1.000,-, Rp
5. 000, - dan Rp. 10.000, -.

(3) Untuk suatu sinmpanan yang besarnya berjumiah Rp. 50.000, -
(l'tma puluh ribu rupiah) ke atas, maka lipatan dari Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didaftarkan atas nama
sebagai pengakuan hutang pada suatu Buku besar yang, tata



usahanya dil akukan ol eh bank-bank yang bersangkutan menur ut
pet unj uk- petunj uk dari Pusat Tata Usaha Pengakuan Hutang Buku
Besar pada Bank | ndonesi a.

(4) ntuk sisa dari sinpanan yang didaftarkan sebagai Pengakuan
Hut ang pada Buku besar sebagai mana di maksudkan dal am ayat (3)
di beri kan surat-surat obligasi sebagai mana di naksudkan dal am
ayat (2).

Pasal 3.

(1) ntuk sinpanan yang terdaftar sebagai Pengakuan Hutang pada Buku
Besar sebagai mana di naksudkan dalam pasal 2 ayat (3)selana
lima tahun tidak diberikan surat-surat obligasi dan tidak
dapat di perjual - beli kan, kecuali dengan ijin Menteri Keuangan.
Dal am nel akukan jual -beli ini dinyatakan tidak berlaku pasa
613 ayat (1) dan (2) dari Kitab Undang-undang Hukum Per dat a.

(2)Setelah lewat |ima tahun maka untuk Pengakuan Hutang pada Buku
Besar diberi kan surat-surat obligasi atas unjuk dal am | enbar an
dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4.

(1) Serua  surat-surat obl i gasi yang di kel uarkan  berdasarkan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini ti dak
di kenakan waji b sinpan pada sal ah satu bank penyi npanan effek-
ef f ek.

(2) Semua surat-surat obligasi ini hanya dapat diperjual-belikan
dal am Bursa di Jakarta dan tidak diperkenankan dij adikan
j am nan untuk nendapatkan kredit dari bank-bank atau |enbaga-
| enbaga per kredi tan | ai nnya.

Pasal 5.

Sal do beku dari badan-badan, yayasan-yayasan, perusahaan-
per usahaan, | enbaga-| enbaga, dana-dana Penerintah atau sem
Permeri ntah yang perinciannya akan ditentukan ol eh Menteri Keuangan
harus di pi ndah-bukukan kerekening Thesaurir Jenderal pada Bank
I ndonesi a dan di kecual i kan dari ketentuan dal am pasal 2 dan pasa
3.

Pasal 6.

Bai k obl i gasi maupun Pengakuan Hutang ternmaksud dal am
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini berbunga tiga
set engah perseratus dal am satu tahun dan berjangka enpat puluh i nma
tahun, terhitung mulai 1 Septenber 1959 dengan kenungki nan di adakan
konversi di kenudi an hari .

Pasal 7.

(1) penbayar an bunga akan dil akukan pada tiap 1 Septenber dan untuk



pertama kali pada 1 Septenber 1960 untuk 12 bul an.

(2) Perl unasan dil akukan dal am 40 angsuran yang sanma besarnya dan
unt uk pertama kalinya pada 1 Septenber 1965
Pel unasan ini yang cara-caranya ditentukan lebih lanjut ol eh
Menteri Keuangan jika dipandang perlu oleh Menteri Keuangan
dapat di per cepat.

(3) ntuk perlunasan sebagai mana di maksudkan dalam ayat (2)
di sedi akan setiap tahun dua setengah perseratus dari jumnl ah
seluruh pinjaman yang di kel uarkan Dberdasarkan Peraturan
Pereri ntah Pengganti Undang-undang ini.

(4)Hak untuk nenagi h surat-surat oblogasi yang tel ah disediakan
untuk dilunasi hilang, setelah lewat |ima tahun sesudah waktu
t ersebut dal am ayat (2).

Pasal 8.

(1) Kupon- kupon tahunan yang tidak dimnta penbayarannya nenjadi
kadal uarsa setelah lewat |im tahun sesudah tanggal jatuhnya
kupon- kupon tersebut .

(2) Kupon- kupon dapat ditukar dengan uang pada semua kantor-kant or
Bank I ndonesia dan bank-bank lain di Indonesia yang diserta
nmengel uarkan surat-surat obligasi, nenurut cara yang akan
ditentukan |l ebih [anjut ol eh Menteri Keuangan.

Pasal 9.

(1) Surat-surat obligasi termaksud dalam pasal 2 dan pasal 3
di t anda-tangai ol eh Menteri Keuangan dan akan di daftarkan ol eh
Dewan Pengawas Keuangan atau nenurut cara lain yang disetuju
ol eh Dewan Pengawas Keuangan sebelum dikeluarkan dan dari
daftar tersebut diberi bukti pendaftaran.

(2) Tentang adanya pernyataan dalam pinjaman obligasi ini dan
t ent ang sur at - sur at obl i gasi yang di kel uar kan di buat
per hi tungannya yang diberitahukan kepada Dewan Perwakil an
Rakyat, setelah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Pengawas

Keuangan.

(3) Sur at - sur at obl i gasi yang sudah diterima kenbali kar ena
per | unasan dan kupon-kupon yang sudah dibayar setelah diberi
tanda tidak berlaku lagi, akan dikirinkan ol eh Departenen
Keuangan kepada Dewan Pengawas Keuangan unt uk di nusnahkan.

Pasal 10.
Dal am  nel aksanakan " O donansi Paj ak Per ser oan 1925"

(Staatsblad 1925 No. 319) dan "Odonansi Paj ak Pendapatan 1944"
(Staatsblad - 1944 No. 17) sebagai mana tel ah diubah dan ditanbah -
t er akhi r dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 13
tahun 1959 dan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 16



tahun 1959, naka :

a. surat-sur at obl i gasi di maksud dalam Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini, bagi penegang pertanma di anggap
tetap nmenpunyai nilai pari;

b. berhubung dengan ketentuan pada sub a, Kkerugian yang oleh
pemegang pertanma diderita karena penjualan atau pengoperan
surat-surat obligasi dinmaksud, tidak diperhatikan.

Pasal 11.

Pengel uar an- pengel uaran untuk penbayaran bunga dan pel unasan
obl igasi termaksud dal am pasal 7 ayat ( 1), (2) dan (3) demkian
pul a biaya untuk nenyel enggarakan obligasi ini dibebankan kepada
anggar an Republ i k | ndonesi a.

Pasal 12.

Pada bank-bank dan badan-badan | ai n yang ditunjuk ol eh Menteri
Keuangan yang turut nenbantu nel aksanakan pinjaman obligasi ini
dapat  di beri provi si menurut  peraturan-peraturan yang akan
di t et apkan ol eh Menteri Keuangan

Pasal 13.

Hal -hal yang belum diatur untuk nelaksanakan Peraturan
Permerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

Pasal 14.

Peraturan Penmerintah Pengganti Undang-undang ini dapat
di namakan "Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang Pi njaman
Konsol i dasi tahun 1959" dan nulai berlaku pada hari di undangkan
dengan nenpunyai daya surut hingga tanggal 25 Agustus 1959.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan

pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desenber 1959.
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
SCEKARNCO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desenber 1959
Menteri Mida Kehaki man,

ttd.



SAHARDI O,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOMCR 26 TAHUN 1959
TENTANG
Pl NJAVAN KONSCLI DASI TAHUN 1959.

l. UMUM

Sebagai mana di ket ahui nmaka Penerintah bernmaksud mengel uarkan
surat-surat obligasi berjangka panjang untuk si npanan-si npanan yang
di beku berdasarkan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No.
3 tahun 19509.

Kini tiba saatnya untuk nengeluarkan surat-surat obligas
t er sebut.

Ber hubung dengan beberapa kesulitan, nmaka tidak untuk senua
si npanan- si npanan yang terbeku itu akan dikeluarkan surat-surat
obligasi sekaligus, nelainkan akan dibedakan antara sinpanan-
si npanan yang jumahnya kurang dari Rp. 50.000,- dan sinpanan-
si npanan yang j um ahnya Rp. 50. 000, - keat as.

Unt uk si nmpanan- si npanan di bawah Rp. 50.000,- akan diberikan
surat-surat obligasi atas unjuk sekaligus dalam|enbaran Rp. 100, -,
Rp. 500,-, Rp. 1.000,-, Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000, -.

Unt uk sinmpanan-si npanan yang junl ahnya Rp. 50.000,- keatas
ti dak akan di beri kan surat-surat obligasi sekaligus, nelainkan Rp.
50. 000, - pertama dan |ipatan dari padanya m sal nya Rp. 100. 000, -
Rp. 150. 000,- dan sebagai nya, akan didaftarkan atas nama sebaga
Pengakuan Hutang pada Buku Besar di Bank-bank yang bersangkutan
yang pusat tata-usahanya akan dil akukan di Bank | ndonesi a.

Si npanan- si npanan yang terdaftar sebagai Pengakuan Hut ang pada
Buku Besar itu tidak dapat diperjual-belikan selama 5 tahun,
kecuali dengan izin dari Menteri Keuangan.

Bila dari sinmpanan ini ada sisanya yang jum ahnya kurang dari
Rp. 50.000,-, maka untuk jumlah ini akan diberikan pula surat-
surat obligasi atas unjuk dari |enbaran Rp. 100,-, Rp. 500,-, Rp.
1.000,-, Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000, -.

I1. PASAL DEM PASAL.
Pasal 1.

Pinjaman Negara ini terbagi dalam 2 bagian, yaitu Pengakuan
Hut ang atas nama dan surat-surat obligasi atas unjuk.

Pasal 2 dan 3.

Unt uk sebagi an besar penjel asan pasal -pasal ini telah dinuat
dal am bagi an Unum di at as.

A eh karena sinpanan-sinpanan didaftarkan sebagai pengakuan
hutang atas nama, maka perlu pasal 613 ayat 1 dan 2 dari Kitab
Undang- undang Hukum Perdata dikesanpi ngkan untuk nenudahkan



transaksi jual -beli sinpanan-sinpanan tersebut.

Setelah lewat 5 tahun, nmaka untuk sinpanan-sinpanan yang
terdaftar pada Buku Besar tersebut diberikan surat surat obligas
atas unjuk dal am | enbaran dari Rp. 50. 000, -.

Surat-surat obligasi atas unjuk yang di mraksudkan dal am pasal 2
dan 3 ini dapat diperjual-belikan pada Bursa.

Pasal 4.

Wl aupun dengan adanya ket ent uan ti dak waj i b- si npan
nmenyukar kan pengawasan admnistratif, serta nmenyebabkan kenmungki nan
hilang atau penmal suan surat-surat obligasi data sebagainya, akan
tetapi berdasarkan al asan-al asan psychol ogi s, ketentuan dal am ayat
1 i ni diadakan.

Untuk nencegah penberian kredit yang luas oleh bank-bank
dan/ at au | enbaga-| enbaga perkreditan yang aki batnya  hanya
inflotoir, maka di adakan ketentuan | arangan dal am ayat 2 dari pasal
ini.

Pasal 5.
Ti dak nener| ukan penj el asan.

Pasal 6.

Bunga dari obligasi dan dari pengakuan hutang pada Buku Besar
di bayar nmulai 1 Septenber 1960, dan seterusnya setiap tahun pada
tanggal 1 Septenber

Kemungki nan konversi perlu di adakan nengingat perkenbangan
keuangan Negara di kenudi an hari .

Pasal 7.

Mengi ngat kedaan keuangan Negara pada waktu ini pel unasan dari
pi njaman ini baru di nul ai pada tanggal 1 Septenber 1965. Cara
pel unasan akan ditentukan ol eh Menteri Keuangan.

Megi ngat sifat pinjaman ini maka waktu 5 tahun adal ah cukup
| ama sebagai nmasa kedal uar sa.

Pasal 8.
Ti dak nenerl| ukan penj el asan.

Pasal 9.

Pendaftaran oleh Dewan Pengawas Keuangan adalah suatu
kebi asaan dan di maksudkan untuk nencegah terjadinya hal-hal yang
tidak diingini seperti fraude, penal suan dan sebagai nya.

Pasal 10.

Dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 5
tahun 1959 di adakan ketentuan, bahwa penurunan nilai uang kertas
Rp. 1.000,- dan Rp. 500,- sebagai akibat dari Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959, tidak diperhatikan dal am
menghitung |aba nmaupun pendapatan yang dikenakan pajak dal am



pengertian donansi Pajak Perseroan 1925 dan O donansi Pajak
Pendapatan 1944 sebagai mana telah diubah dan ditanbah terakhir
dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun
1959 dan Pengganti Undang-undang No. 16 tahun 1959.

Supaya dal am nel aksanakan peraturan-peraturan pajak tersebut
tidak lebih nenperbesar perbedaan antara pemlik wuang kertas
di mksud dan nereka yang nenpunyai saldo sinpanan pada bank-bank
yang di bekukan berdasarkan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang No. 3 tahun 1959, nmka dipandang perlu mengadakan ti ndakan
fiskal sebagai mana diatur dal am pasal ini.

Pasal 11 sanpai dengan 14.
Ti dak nener| ukan penj el asan.
Ter masuk Lenbar an- Negara No. 143 tahun 1959.

Di ket ahui :
Menteri Miuda Kehaki man,

ttd.
SAHARDIQ
CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber : LN 1959/ 143; TLN NO 1910



